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GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN DAERAII PROVINS! SENGKULU 

NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBMIAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SENGKULU 
NOMOR 8 TAIIUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER,JA 

INSPEKTORAT, SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH DAN 
LEMSAGA TEKNJS DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUSERNUR SENGKULU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat 

Provinsi Kabupaten/ Kota juncto Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi 

Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Pengawas Penyelengaraan Pemerintah di Dacrah, dan 

dengan terbentuknya jabatan fungsional pengawas 

penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sengkulu, maka 

perlu untuk merubah Susunan Organisasi Jnspektorat 

Provinsi Bengkulu sebagaimana telah ditetapkan clengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sengkulu Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Jnspektorat, Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sengkulu Tahun 2008, 

Nomor 8); 



 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi 

Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 



 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Pcrundang undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tamhahan 

Nomor 5234); 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 lentang 

berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 clan 

Pelaksanaan Pemcrintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan 

Nomor 2854); 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkalan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struklural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pengangkatan PNS dalam ,Jabatan Slruktural (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 

Tambahan 

Nomor 4 l 94); 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 



 

9. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

lenlang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Jnspektorat Provinsi dan Kab/kota; 

10. Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 ten tang Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelengaraan Pemerintahan di 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran 

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraluran Daerah Provinsi Bengkulu 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU 

dan 

GUBERNUR BENGKULU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVlNSI BENGKULU NOMOR 8 
TAIIUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANMN 
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH. 



 

Pas:::il I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2008 Nomor 81 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Bcngkulu Nomor 6 Tahun 2011 

IPnl:-1ng Pen1h;.ih,m At;.is PPrnt11rnn DAPrnh Provinsi RPnp;k-11111 

Nomor 8 Tahun 2008 tenlang Organisasi dan Tata Kerja 

Tnsp,.klnn1f , RRrlRn PPrPn<'Rn:rnn PPmh;.ing11nan naer;.ih rl:-1n 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Dacrah Provinsi Bcngkulu 

Tah1111 ?011 Nomor n) di11h:-1h sPhap;Ai hP1·ik11t · 

1. l(etentuan Pasal 6 diuhah schingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi lnspeklorat Provinsi, terdiri dari: 

a. lnspektur 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

I) Kasubbag Perencanaan; 

?) KAst1hhng Rv,-,hinsi rl:-111 PelAporan· 

3) Kasubbag Kepegawaian dan Umum; 

,, Tnspekf11r PPmh:anfl, Rirl>111g PPmrrint<ih;ip ; 

cl. Jnspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan 

PPmh::ingqn:m; 

e. Jnspektur Pembantu Bidang Kesejahtcraan Masyarakat; 

f Tnspekt111· Pernh::intq Rirl::ing Arlmiriistn-isi· 

g. Kclompok Jabatan Fungsional. 

(2) RAr:1111 S11s11n:rn Orr:Anis11si lnspt>klornt Provinsi Rt>np;k1Jl11 

sehagaimana lcrcantum dalam lampiran Peraturan Daerah 

1n1 mn11pakan hagi:::in yang tirlak lt>rpis11hkan d;:iri 

Peraturan Daerah ini. 



 

(3) Uraian Tugas clan fungsi lnspeklorat Provinsi Bcngkulu lcbih lanjut 
diatur dcngan Pcraturan Gubernur 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sci iap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah 
Provinsi Rengkulu. 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal J,t - 1 .,., 2012 

SEKRETARIS DA ERA I I 

\- PROVINS! □ENGKULU, 

I A LAMAT M.Si 
Pe ina Utama Madya 

Nip.19530812 197803 l 006 

Ditetapkan di Bengkulu 

!
da tanggal :lJ- 1 , 20] 2 

It. GUBERNUR BENGKULU 

WAKIL G BERNUR, 1 
I 

t...l, 
~ ll.JUNAIDI HAMSYAII 

l E!v!BARAN DAERAII PROVINS! BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR : ; . 
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ELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

',SPEKTUR 
e.:.-rru BIDANG 

': 'ERINTAHAN 

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 
Nomor : 3 r,.,J,,._, H•). 
Tanggal : ;...,1. 7 _ J i11;. . 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
INSPEKTORAT PROVINS! BENGKULU 

INSPEKTUR 

__ I 
INSPEKTUR 

PEMBANTU BIDANG 
PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN 

KASUBBAG 
PERENCANAAN 

SEKRETARIAT 

KASUBBAG 
EVALUASIDAN 

PELAPORAN 

KASUBBAG 
KEPEGAWAIAN 

DAN UMUM 

INSPEKTUR 
PEMBANTU BIDANG 

KESEJAHTERAAN 
MASYARA 

INSPEKTUR 
PEMBANTU BIDANG 

ADMINISTRASI 

Pit. GUBERNUR BENGKULU 
WAKIL GUBERNUR, 

------ I 1 ---------_;i 4 

~ H. JUNAIDI HAMSYAH 



 

L -
E_;MPO 

l=UNG 
KJABATAN 
SIONAL 

UR .s0 EKT 
'E_:. •. T'U BIDANG 
• :RINT AHAN 

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 
Nomor : 3 -r,.,lv.-, ~•;i, 

Tanggal : J..-r· 1 . ,P,J t)-. 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
INSPEKTORAT PROVINS! BENGKULU 

·-

INSPEKTUR 

I 
SEKRETARIAT 

I 
I I_ 

KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG 
PERENCANAAN EVALUASIDAN KEPEGAWAIAN 

PELAPORAN DAN UMUM 
-

I I 
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR 

PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG 
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN MASYARAK'}T 

V -1-fit. GUBERNUR BENGKULU 
WAKIL GUBERNUR, 

~ 1 
~t,_ 

~ H. JUNAIDI HAMSYAH 



 

r ..... an Tugas clan fungs1 Inspl'kLOrnt Provinsi L3engkulu lebih lanjul 
h,llLlr de-ng-an Peraturan Gubnnur 

Pasal II 

-ar. Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diunclangkan. 

'>f'Uap orang dapal mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
· iran Dacrah ini dengan pcnernpalannya dalarn Lcrnbaran Daerah 
·.s Bf"ngkulu. 

langkan di Bcngkulu 

. ~anggal iJ-'}- 1.- 2012 

"EKRf<~TARIS DAERAH 

'RUVfNSl BENGr.;:ULU, 
/ 

, ~MAT M.s; 
Pcnv5Jna Utarna Madya 

'.1p 1 q53os 12 107803 1 006 

Ditctapkan di Bcngkulu 

pada langgal :lj- 1- 2012 

Pll. GUBERNUR BENGKULU 

WAKfL Gl}BERNUR, 

Ii. ~ I 
-- , .L, 

I L,JUNAIDI HAM SY All 

"BARAN DAf<.:l~AII PIWVINSI l:3b:NGKULU TAIIUN 2012 NOMOR ·. J. 



 


